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KEPUTUSAN
KEPUTUSAN KEPALA PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PERKEBUNAN
Nomor : 24/Kpts/S1.100/H.4/01/2024

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PEMBANTU PELAKSANA
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PERKEBUNAN
TAHUN 2024

KEPALA PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PERKEBUNAN

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Permentan No.
32/Permentan/OT.140/5/2011, Pasal 7 ayat 2, Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
Pelaksana dan PPID UPT ditetapkan dengan Keputusan
Pimpinan Unit Kerja Eselon | masing-masing;

b. bahwa untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat waktu dan
biaya ringan serta memberikan kemudahan kepada
Masyarakat untuk mengakses informasi public, diperlukan
pengelolaan informasi dan dokumentasi;

c. bahwa atas dasar hal tersebut pada huruf a dan b agar
pelaksanaan dimaksud dapat berda guna dan berhasil guna,
dipandang perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana Pusat
Standardisasi Instrumen Perkebunan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Rl nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik;

2. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Perkip No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi




